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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara perdata
agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan
penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 7205013009xxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTA, pekerjaan xxxxxx XxXxxx Xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN

BUOL, sebagai Penggugat;

melawan
TERGUGAT, NIK 72050130099xxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan

SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BUOL, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2022 yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol, dengan register perkara Nomor
1/Pdt.G/2022/PA.Buoal, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan
uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari
Ahad Tanggal 01 Februari 2015 di rumah orang tua Penggugat di XxXxx XXXXXX,
yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXXXXXXX
XXXXXX, XXXXXXXXX XXxX berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 19/2/11/2015,
tertanggal 02 Februari 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah
orang tua Penggugat di KABUPATEN BUOL Selama 3 tahun 6 bulan kemudian
pindah tempat tinggal di rumah milik bersama di KABUPATEN BUOL sampai
berpisah;
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3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah
mencapai 6 Tahun 11 Bulan, pernah rukun dan damai sebagaiman layaknya
suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da Dukhul), serta
telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama:

a. Anak Penggugat dan Tergugat (I), lahir tanggal 5 Juni 2005;

b. Anak Penggugat dan Tergugat (1), lahir tanggal 11 Oktober 2018;

4. Bahwa sejak tanggal 13 Mei 2021 rumah tangga antara Penggugat dan
Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah
tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

a. Tergugat kurang bertanggung jawab masalah ekonomi rumah tangga;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 13 Mei
2021 ketika itu Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran adu mulut yang
mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama ke rumah
orang tua Tergugat di KABUPATEN BUOL sampai sekarang dan selama pisah
tempat Tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan
tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat
dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan
hati untuk bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak
pernah berkomunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah
tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat
mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim untuk segera
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenaan untuk memberi
penetapan sebagai berikut:

Primer :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat TERGUGAT terhadap
Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.
Subsider :
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Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini,
mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat
datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap
dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakinya atau
kuasanya vyang sah, karena berdasarkan relaas panggilan nomor
1/Pdt.G/2022/PA.Buol tanggal 4 Januari 2022, Jurusita Pengadilan Agama Buol tidak
bertemu dengan Tergugat karena Tergugat sudah tidak berdomisili di alamat tersebut
dan aparat desa tidak bersedia untuk menandatangani relaas tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati
Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat
namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya atas penjelasan dan nasehat majelis hakim Penggugat
dalam persidangan pada tanggal 11 Januari 2022 menyatakan secara lisan di
persidangan mencabut surat gugatannya dengan alasan mencari alamat Tergugat
yang sebenarnya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang
termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak
terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat telah jelas
menunjukan bahwa pokok perkara ini adalah tentang sengketa perkawinan, maka
sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan
Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya
Penggugat menyatakan berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Buol,
maka sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Agama, oleh karenanya gugatan a quo adalah menjadi kewenangan relatif
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Pengadilan Agama Buol untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan
gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat telah
mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya hal mana dilakukan sebelum
proses persidangan memasuki tahap pemeriksaan pokok perkara, maka dengan
didasarkan kepada ketentuan Pasal 271 Rv, Hakim berpendapat bahwa permohonan
pencabutan tersebut patut dikabulkan, dan oleh karenanya perkara tersebut
dinyatakan dicabut dan pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat pencabutan
perkara, maka sesuai ketentuan Buku Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2014 Hakim berpendapat
dipandang perlu untuk mencantumkan amar penetapan yang isinya memerintahkan
kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mencatat pencabutan perkara
tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai
Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara
patut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
121/Pdt.G/2021/PA.Buol dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadailan Agama Buol untuk mencatat
pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Buol pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi
bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Mujiburrokhman, S.Ag.,
M.Ag sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ariful Fahmi, S.HI dan Ramli Ahmad, Lc,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu

juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim
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Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mansyur, S.HI sebagai Panitera Pengganti,

dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
ttd ttd
Muhammad Ariful Fahmi, S.HI. Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.
Hakim Anggota,
ttd

Ramli Ahmad, Lc.

Perincian biaya :

Panitera Pengganti,

ttd

Mansyur, S.HI

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera

1. Biaya PNBP . Rp60.000,00
2. Biaya Proses : Rp80.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp300.000,00
4. Biaya Meterai : Rp10.000,00
JUMLAH :  Rp450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Drs. Arifin
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